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Abstrak

Penulisan skripsisini dimaksudkan untuk' mendeskripsikan dan mengetahui“kualitas kinerja aparatur pemerintah
serta kualitas pelayanan dalam pembutan Pas Lintas Batas serta apa yang menjadi_hambatan dalam pel aksanaan
Standar Pelayanan Aparatur Pemerintah-yang masih belum optimal dalam Pembutanan Pas Lintas Batas di
Kantor kmigrasi Pos Pemeriksaan Lintas Batas Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten{Sambas. Penélitian ini
menggunakan metode, kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya ‘adalah
obsérvas dilapangan untuk memperoleh data’ secara langsung, wawancara kepada narasumber yang terlibat
langsung dalam proses pembuatan Pas Lintas Batas dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian di_Kantor Imigrasi
Pos Pemeriksaan:Lintas Batas Kecamatan ;Sgjingan Besar Kabupaten Sambas. Hasil penelitian.ini menunjukan
bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Aparatur \Pemerintahi masih belum optimal dan masih_belum berjalan
dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih adanyarkeluhan masyarakat terhadap prosedur yang masih belum
diketahui ol'eh masyarakat serta keluhan masyarakat terhadap ketepatan waktu penyelesaian dalamypembuatan
Pas lintas batas dan biaya pelayanan yang masih belum jéelas berapa besaran yang harus dibayar oleh.masyarakat.

Kata-kata Kunci: Pelaksanaan, Pelayanan, Aparatur Pemerintah, Masyarakat

THE PERFORMANCE OF CIVIL SERVANTSIN ADMINISTRATION SERVICES
AT THE IMMIGRATION OFFICE OF CHECKPOINTS CROSS BORDER,
SAJINGAN BESAR SUBDISTRICT, SAMBAS REGENCY

Abstract

The thesis is'aimed to describe and‘to'know the quality of civil servants performance in makinglthe pas lintas
batas, then what things that become the barriers of implementing the civil servants services standard which has
not been optimal,yet in making the pas lintas batas a the immigration office of checkpoints cross border,
Sajingan Besar Subdistrict, Sambas Regency. The research used the qualitative method by descriptive research.
The data collection istaken by observation on the spot to gain the data directly, interviewto the informants who
get involved into the process of makingithepas lintas batas and documentation technique. The research location
is at the immigration office of checkpoints cross border, Sgjingan Besar Subdistrict, Sambas Regency. The result
of the research shows that the implementing the civil servants services standard which is not optimal and not
running well. It is proved with the complaints on the procedures which is not understood by the society, the
punctuality in making the pas lintas batas and the unclearly cost which should be paid by society.

Keywords: Implementing, Services, Civil Servants, Society
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian
Pelayanan publik merupakan salah
satu tolak ukur bagi kinerja pemerintah.
Pelayanan publik yang berkuaitas dan
mampu  memberikan  kepuasan  bagi
masyarakat merupakan kewagjiban yang
harus dilakukan oleh pemerintah atau
instans yang berkewgjiban memberikan
kepada

memerlukan pelayanan. Fungs pemerintah

pelayanan masyarakat  yang
beserta aparatnya sebagai pelayan publik
merupakan sadah satu  tuntutan  dari
reformasi. Persespsi masyarakat yang
selama ini cenderung dijadikan obyek
pelayanan sehingga masyarakat dianggap
yang harus “melayani” harus dihilangkan.
Setiap aparat pemerintah harus bersikap
professional dalam memberikan pelayanan
dan menjadikan masyarakat sebagai
seseorang yang harus dilayani. Pelayanan
publik merupakan salah satu tugas penting
yang tidakidapat diabaikan oleh pemerintah
daerah sebab jika komponen - pelayanan
terjadi masalah. maka hampir dipastikan
semua sektor akan=berdampak kemacetan
oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang
baik dan bahkan perlu diformulasikan
standar pelayanan.

Aparatur pemerintah sebagai pelayan
masyarakat memiliki tanggung jawab besar
dadam memberikan pelayanan  serta

membutuhkan keahlian dalam memberikan
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pelayanan yang bak terhadap masyarakat,
ini dibutuhkan agar aparatur pemerintah
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
dan  memperoleh  kepuasan  untuk
masyarakat. Keelasan prosedur serta
ketepatan waktu daam memberikan
pelayanan  sangatlah  penting  untuk
masyarakat, dan juga biaya yang tidak
terlau  membebankan masyarakat akan
sangat membantu tanggapan masyarakat
terhadap kualitas pelayananyang diberikan,
kompetens  petugas pemberi “spelayanan
yang imumpuni serta memiliki keahlian
sesyai  dengan tugas = masing-masing
aparatur” pemerintah dapat memberikan
hasil ‘pelayanan yang berkualitas, untuk
mencapal pelaksanaan Standar=Pelayanan
yang berkualitas dan  mendapatkan
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
yang diberikan. Standar Pelayanan Publik
daam Ratminto dan Atik Septi Winarsih
(2007:22) adalah meliputi:
1. Prosedur Pelayanan
Waktu Pelayanan
Biaya Pelayanan

Produk Pelayanan

g KFw N

Kompetenss Petugas Pemberi
Pelayanan

Pemerintah memiliki tugas yaitu mencakup

kehidupan

masyarakat berbangsa dan bernegara.

pembangunan dan méiputi

Dengan demikian ditegaskan dengan
Peraturan Daerah No. 18 tahun 2007 pasal
1 ayat 2 Standarisasi Sarana, Prasarana dan
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pelayanan lintas batas antar negara yaitu
bahwa Pos Lintas Batas Tradisional dan pos
Lintas Batas Internasional perlu dilengkapi
dengan sarana dan prasarana yang memadai
serta dilengkapi dengan pelayanan lintas
batas antar Negara yang jelas.

Warga negara Indonesia yang ingin
berpergian keluar wilayah perbatasan-tentu
harus memiliki surat perjalanan lintas batas
atau Pas Lintas Batas, tujuannya adalah
untuk melindungi hak dan kepentingan
nasional Negara republik Indonesia. Pas
LintassBatas (PLB),adalah dokumen atau
suret resmi . yang memuat keterangan-
keterangan.mengenai identitas pemegang
pas lintas ®batas (PLB) tersebut: yang
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi
Republik.. Indonesia. Pas Lintas Batas
Indonesia dan Pas Lintas Batas Malaysia
berbentuk  sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh masing-masing pihak dan
diberitahukan kepada pihak lain serta
memuat . keterangan-keterangan mengenai
diri  pemegang Pas_ Lintas Batas.
Masyarakat "\ perbatasan atau . masyarakat
Indonesia yang berdomisili™ di  daerah
perbatasan yang-=hendak mengajukan
permohonan pembuatan Pas Lintas batas
harus melalui beberapa proses yang telah
ditetapkan sebagal berikut:

1. Pemohon

permohonan PLB

menyerahkan  berkas

2. Pemohon menunggu antrian

3. Pemohon diwawancara
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4. Penandatanganan PLB
5. Penyerahan PLB oleh petugas ke
pemohon

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan yang bailk dan berkualitas dari
instans  pemerintah sebagal  penyedia
pelayanan terkadang tidak berjalan sesual
dengan hargpan dan juga tidak sesuai
dengan standar kualitas pelayanan yang
telah ditentukan. “*Rendahnya kualitas
pelayanan publik yang ditaksanakan oleh
sebagian apardur” pemerintahan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. "Aturan
main daam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang mereka emban, tugas
dan tanggung jawab yang diberikan oleh
pemerintah

kepada  para= aparatur

pemerintah.

2. ldentifikas Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah
yang telah dikemukakan diatas, ' maka
dalam
pelaksanaan Standar Pelayanan aparatur

permasalahan  yang  muncul
pemerintah di. Kantor Imigrasi Kecamatan
Sgjingan Besar adalah sebagal berikut:
Pelaksanaan Standar.-Pelayanan Aparatur
Pemerintah dalam pembuatan Pas Lintas
Batas (PLB) di Kantor Imigrass PPLB
Kecamatan Sgjingan Besar Kabupaten
Sambas yang
keterlambatan terbitnya PLB.

menyebabkan  adanya
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3. FokusPendlitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan
supaya penelitian ini dapat dilaksanakan
secara lebih mendalam serta ruang lingkup
pembahasannya tidak terlalu luas maka
peneliti akan memfokuskan penelitiannya
yang berjudul
Pemerintah Dalam Pelayanan Administrasi

“Kinerja  Aparatur
di Kantor Imigrasi Pos Pemeriksaan Lintas
Batas (PPLB) Kecamatan Saingan Besar
Kabupaten Sambas” dimana peneliti ingin
lebih memfokuskan penelitiannya mengenal
pelaksanaan Standar - Pelayanan “Aparatur
Pemerintah dalam Pembuatan Pas Lintas
Batas (PLB). di Kantor Imigras Pos
Pemeriksaan® Lintas Batas (PPLB)
Kecamatan, Sgingan Besar Kabupaten
Sambas:

4. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas
tentang pembahasan atau analisa yang
dilakukan dalam penelitian ini, maka
penulis mengemukakan . rumusan masalah
sebagal berikut: Bagaimana pelaksanaan
Standar Pelayanan Aparatur Pemerintah
dadam pembuatan—Pas Lintas Batas di
Kantor Imigras Pos Pemeriksaan Lintas
Batas (PPLB) Kecamatan Sgjingan Besar
Kabupaten Sambas?

5. Tujuan Pendlitian
Adapun yang menjadi tujuan dari

penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan
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menganalisa pel aksanaan Standar
Pelayanan Aparatur pemerintah dalam
pembuatan Pas Lintas Batas (PLB) di
Kontor Imigrasi PPLB Kecamatan Sgjingan

Besar Kabupaten Sambas.

6. Manfaat Pendlitian
1. Mranfaat Teoritis
Penelitian_ ini
memberikan manfaat yang sebesar-

diharapkan dapat

besarnya | .dalam pengembangan ilmu
pemerintahan, s'secara khusus pada
bidang pelayanan. publik Kkinerja aparat
pemerintah dimana pelayanan publik
merupakan salah satu ilmu yang harus
dipahami dalam pemerintahan untuk
memberikan pelayanan yangrmaksimal
untuk masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi referensi atau bisa menjadi
contoh bagi peneliti-peneliti lain yang
ingin meneliti tentang bidang yang sama
yakni  mengenai kinerja  Aparatur
Pemerintah dalam melayani administras
perkantoran | serta pelaksanaa Standar

Pelayanan Aparatur Pemerintah.

2. Manfaat Praktis
Pendlitian ini

menjadi bahan masukan bagi Pemerintah

diharapkan  dapat

Kabupaten Sambas secara khususnya
kepada Imigras PPLB

Kecamatan Sgiingan Besar dalam

kantor

memberikan pelayanan kepada
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masyarakat yang datang untuk membuat
Pas Lintas Batas (PLB) maupun
masyarakat yang memerlukan pelayanan
lan yang bersangkutan  dengan
pelayanan di kantor Imigrasi, sebagai
instans yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat, untuk selanjutnya
memperbaiki kinerja dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat agar
pelayanan  yang* diberikan_ dapat
terlaksana dengan baik -dan semaksimal
mungkim~ dalam ; pelayanan dan dapat
memberikan peélayanan dengan kualitas
yang baiks serta memberikan kepuasan
kepada ..masyarakat sebagal®. unsur

penerimalayanan.

B.: TEORI DAN METODE
PENELITIAN

1. Konsep Teori

Daam penditian ini diperlukan
adanya Kumpulan teori-teori yang akan
menjadi landasan teoritispyang akan jadi
pedoman dalam melaksanakan penelitian.
Setelah masalah “pendlitian dirumuskan,
maka langkah selanjutnya adalah mencari
teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-
generadlisas hasil penelitian yang dapat
dijadikan sebagai landasan teoritis untuk
pel aksanaan penelitian (Sugiono,2011:52).
1.1 Kinerja
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Kinerja yang berarti performance,
kesuksesan seseorang daam
melaksanakan tugas yang telak
dipercayakan kepadanya, dapat
diartikan juga Kkinerja merupakan
tanggung jawab yang dimiliki oleh
seseorang maupun kelompok
organisasi dalam melaksanakan tugas
atau Wewenang Yyang diberikan.
sehubungan dengan pernyataan
tersebut dijelaskan oleh., Miner (dalam
Sutrisno, ~*2010:170)  menyatakan
“kinerja adalah -bagaimana seseorang
diharapkan dapat  berfungs dan
berperilaku sesuai dengan tugas yang
dibebankan  kepadanya™™ Menurut
Prawirosentono  (dalam-=" Widodo,
2005:78) “kinerja ialah “suatu hasil
kerjayang dapat dicapai oleh seseorang
atau kelompok orang dalam suatu
organisas, sesua dengan wewenang
dan tanggung jawab masing-masing
daam rangka mencapa | tujuan
organisasi bersangkutan secara legadl,
tidak__melanggar hukum dan sesuai
dengan moral dan etika’>. Menurut Tika
(dalam Kurniawan=2005:123) “kinerja
Sebaga hasil-hasil fungsi pekerjaan
seseorang atau kelompok dalam suatu
organisas yang dipengaruhi berbagai
faktor untuk mencapai  tujuan
organisass dalam periode waktu

tertentu.
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1.2 Pelayanan Publik
Pelayanan publik atau pelayanan

umum dapat didefiniskan sebagali segala
bentuk jasa pelayanan, yang diberikan oleh
pemberi pelayanan kepada sipenerima
pelayanan atau pengguna jasa pelayanan,
baik dalam bentuk barang maupun jasa
yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksakan dialam instansi
pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat ‘maupun dalam
rangka pemenuhan, kebutuhan peraturan
perundang-undangan. - Standar Pelayanan
Publik dalam Ratminto dan Atik Septi
Winarsih (2007:22) adalah meliputi:

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibekukan bagi

pemeberi. dan penerima pelayanan
termasuk pengaduan. Dengan prosedur
pelayanan yang telah dibakukan maka
pelayanan dapat terukur dan
mempermudah proses pelayanan.
2. Waktu Pelayanan

Waktu, peneyelesaian_pelayanan harus

ditetapkan, segjak  saat, . - pengajuan
permohonan sampal dengan
penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan.

3. Biaya Pelayanan
Biaya atau tarif pelayanan termasuk
rinciannya harus sudah ditetapkan dalam
proses pemberian pelayanan. Biaya

pelayanan ini harus selalu tetap dan agar
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tidak mengalami perubahan oleh para
penyelenggara pelaynan.
4. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan
dan tidak menyimpang serta lengkap.
5. Kompetensi Petugas Pemberi
Pelayanan. Kompetensi petugas dalam
memberikan pelayanan dapat
mempengaruhi prases penyel enggaraan
pelayanan maka dari®itu kompetens
petugas harus:ditetapkan dengan tepat
keahlian,
keterampilan, sikap dan perilaku yang

dibutuhkan.

berdasarkan  pengetahuan,

2. Metode Pendlitian
Dalam melakukan penelitian terhadap
Pemerintah Dalam
Pelayanan Administrasi di Kantor Imigrasi
PPLB  Kecamatan
Kabupaten Sambas
pendekatan = kualitatif
penelittan  deskriptif, yaitu

Kinerja Aparatur

Sgingan  Besar
menggunakan
dengan’ jenis
penelitian
dengan memberikan fakta-fakta sesuai
dengan keadaan nyata di lgpangan unutuk
memecahkan - suatu...masalah. Penelitian
kuditatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena-fenomena yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivas, tindakan, dan
lain-lain, secara keseluruhan dan cara
mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang
6
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adamiah  dan
berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010 :
6). Kualitatif
digunakan untuk meneliti pada kondisi
objek yang alamiah, dimana peneliti adalah
sebaga teknik

pengumpulan data dilakukan secara

dengan  memanfaatkan

adalah penelitian yang

Instrumen kunci,
trianggulasi, analisis data bersifat_induktif,
dan hasil penelitian kuditatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Membangun sebuah pelayanan  yang
berkualitas. memang bukan merupakan
sesuatume.yang mudah, karena akan
ditemukan berbagar macam tantangan idan
kendala yang harus disikapi dengan cara
yangi positif yang tidak merugikan pihak
manapun baik itu yang memberi pelayanan
maupun yang menerima pelayanan. Dalam
pelayananiyang diselenggarakan atau yang
diberikan

khususnya di Kantor Imigrasi yakni dalam

oleh  aparatury . pemerintah
pembuatan Pas kintas Batas penerima

pelayanan mampu menggambarkan

kepuasan terhadap pemberi pelayanan,
selain itu pelaksanaan pelayanan pegawai
bisa dilihat melalui beberapa indikator
yaitu: Standardar pelayanan Publik dalam
Ratminto dan Atik Septi  Winarsih

(2007:22) adalah meliputi  Prosedur
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Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya
Pelayanan, Produk Pelayanan, Kompetensi
Petugas Membangun sebuah pelayanan
yang berkualitas memang bukan merupakan
sesuatu  yang mudah, karena akan
ditemukan berbagai macam tantangan dan
kendala yang harus disikapi dengan cara
yang=positif yang tidak merugikan pihak
manapun baiksitu yang memberi pelayanan
maupun yang menerima pelayanan.

Dalam

menggunakan - lima

penelitian ini
indikater  untuk

peneliti

membahas Pel aksanaan Pelayanan Aparatur
Pemerintah Dalam Pembuatan Pas Lintas
Batas Di Kantor Imigrasi Pes Pemeriksaan
Lintas Batas Kecamatan Sejingan Besar
Kabupaten Sambas.

1. Prosedur Pelayanan
Prosedur Pelayanan merupakan
sdah satu dari Standar Pelayanan
Publik. Prosedur pelayanan ' harus
dibakukan bagi

penerima pelayanan publik, termasuk

pemberi ‘maupun

pengaduan sehingga tidak terjadi
permasalah
Prosedur pelayaman harus ditetapkan

dikemudian hari.

melaui Standar Pelayanan Minimal
(SPM), sehingga pihak penerima
pelayanan dapat memahami
mekanismenya. Prosedur pelayanan
merupakan tata cara kerja suatu
instansi pemerintahan untuk
menjalankan tugas dan fungsi instansi

7
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terkait, prosedur pada dasarnya
merupakan suatu susunan yang
teratur dari suatu kegiatan tertentu
yang berhubungan satu sama lain
yang menunjukan keelasan kepada
penerima layanan baik itu secaralisan
maupun tulisan yang terteri disetiap
kantor instansi pemerintahan.
Pengetahuan masyarakat  tentang
prosedur pelayanan yang sudah
ditetapkan sangatlah penting,
sosialisasi kepada'imasyarakat juga
akan membatu aparatur pemerintah
dalam melakukan pel aksanaan
pelayanan di kantor Imigrasi.‘Persepsi
masyarakat terhadap  kualitas
pelayanan pemerintah secara umum
berdasarkan kinerjanya masih belum
sesuai  dengan yang diharapkan.
Hakikat pelayanan publik adalah
pemberian pelayanan prima kepada
masyarakat yang merupakan
perwujutan  kewagjiban  aparatur
pemerintah sebagal pelayan
masyarakat. Hal pokeksyang menjadi
dasar perlunya otonomi daerah adalah
pemerintah “~daerah harus dapat
menyediakan pelayanan yang sestai
dengan kebutuhan masyarakat
setempat dan menyelesaikan setiap
bentuk pelayanan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan atau
dibakukan.
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2. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan merupakan
sdah satu dari Standar pelayanan
publik. Waktu penyelesaian yang
ditetapkan sgak saat pengguan
permohonan sampal dengan
penyelesaian pelayanan termasuk
pengeduan. Semakin cepat waktu
penyéelesaian pelayanan, maka akan
semakin - meningkat kepercayaan
masyarakat akan ‘pelayanan yang
diberikan. K etepatan waktu
penyelesaian pelayanan merupakan
sdah satu faktor ‘daam upaya
mewujudkan kepuasan masyarakat.
Masyarakat meéngaharapkan
penyelesaian pelayanan-yang cepat
dan tepat waktu.

Kepastian waktu pelayanan harus
harus diberikan pegawa kepada
masyarakat yang menerima
pelayanan, sehingga dengan adanya
kepastian waktu pélayanan
masyarakat penerima ;pelayanan
dapat .merasakan pelayanan yang
diberikan  dapat / terselesaikan,
namun apabila-tidak ada kepastian
waktu pelayanan maka akan timbul
keraguan dari masyarakat mengenai
kepastian pelayanan yang
masyarakat terima.  Selain  itu
petugas atau aparatur pemerintah
dalam mel akukan pelayanan
pembuatan Pas Lintas Batas untuk

8
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memenuhi  standar waktu yang
tellah ditetapkan sering juga
menemukan hambatan contohnya
ketika mati lampu, dikarenakan
diwilayah Kecamatan Sgiingan
Besar untuk kondis listriknya tidak
stabil. Terkadang kalau hari hujan
listrik biasanya mati, dan..dalam
waktu yang cukup lama untuk hidup
kembali. Karena masalah _tersebut
bukan berasal dari: pihak, Imigrasi
dan'masyarakat_harus bisa mengerti
akan hal tersebut. Ini menunjukan
bahwa_ faktor penghambat dalam
melakukan pelayanan yakni dalam
waktu pelayanan bukan hanya dari
kelalayan dari petugas pelayanan
melainkan dari faktor luar yang juga
berpengaruh terhadap waktu dari
standar pelayanan publik.

. '\Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan = merupakan
sdlah satu dari standar pelayanan
publik. Biaya pelayanan._termasuk
rinciannya harus ditentukan secara
konsisten “dan._tidak boleh ada
diskriminasi, sebab akan
menimbulkan ketidak percayaan
penerima  pelayanan  terhadap
pemberi pelayanan. Biaya pelayanan
ini harus jelas pada setigp jasa
pelayanan yang akan diberikan
kepada masyarakat, sehingga tidak
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menimbulkan kecemasan,
khususnya kepada pihak atau
masyarakat yang kurang mampul.
Biaya pelayanan merupakan ongkos
yang dikenakan kepada penerima
pelayanan dalam  memperoleh
pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara
pelayanan dam_ masyarakat. Proses
identifikasi biaya “‘pelayanan perlu
juga dilakukan berdasarkan tahapan
dalam prosedur ‘pelayanan. ‘Berapa
biaya yang diperlukan untuk
masing-masing tahapan pelayanan,
pada proses ini juga perlu
diidentifikasikan biaya-wyang akan
dibebankan.

Keelasan biaya atau tarif bisa
diartikan sebagai pengetahuan  dan
perilaku untuk membangun
kepercayaan dan keyakinan pada
diri  masyarakat yang / hendak
membutuhkan pelayanan.'Kejelasan
biaya atau tarif dikarenakan biaya
merupakan dua Jsubjek  yakni
masyarakat sebagal penerima dan
petugas atau pegawa  sebagai
pemberi pelayanan, dan juga biaya
atau tarif  pelayanan  dapat
menimbulkan resiko kepercayaan
masyarakat terhadap kejelasan
biaya yang harus mereka bayar
kepada petugas pemberi pelayanan.

9
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4. Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan
diterima sesua dengan ketentuan
yang telah ditetapkan. Produk
pelayanan dapat berupa penyedian
barang, jasa dan/atau produk
administrass yang diberikan™ dan
diterima pengguna Jlayanan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku atau
undang-undang yang ditetapkan.
Proses identifikasi produk
pelayanan dapat dilakukan
berdasarkan keluaran (output) yang
dihasilkan dalam setiap. tahap
pelayanan. Hasil akhir dari prosedur
pelayanan inilah yang menjadi
produk dari suatu jenis pelayanan,
proses identifikasi ini dilakukan
untuk setiap jenis pelayanan, hasil
yang diharapkan dari  proses
identifikas ini adalah daftar produk
layanan yang dihasilkan dari setiap
jenis pelayanan. Produk pelayanan
merupakan salah satw, dari Standar
Pelayanan Publik.

Hasil pelayanan akan diterima
susuai dengan ketetntuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan harus
dipahami secara baik, sehingga
membutuhkan sosiadlisas  kepada
masyarakat supaya produk
pelayanan  tersebut dapat  di
manfaatkan dengan sebaik mungkin
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oleh masyarakat dan tidak adanya
penyalah gunaan dari  hasil
pelayanan yang diberikan. Dalam
pelayanan mendapatkan  produk
juga yang berkuaitas juga
dilakukan pelanayan yang maksimal
dari  pihak  kantor Imigras,
sementara kendala dalam
menghasilkan produk pelayanan
kendala utama, adalah sarana dan
prasarana serta alat-alat yang kurang

memadal.

.1 Kompetensi Petugas  Pemberi

Pelayanan
Kompetenss Petugas Pember]
Pelayanan merupakan™salah satu
dari standar pelayanan’ publik.
Kompetenss  petugas  pemeberi
pelayanan harus ditetapkan dengan
tepat berdasarkan  pengetahuan,
keahlian, keterampilah, sikap' dan
perilaku yang dibutunkan' agar
pelayanan yang diberikan bermutu.
Pelayanan yang baik akan diperoleh
dari pemberi pelayanan yang sudah
memiliki pengalaman kerja yang
sudah baik, dan“pengalaman kerja
tersebut tidak di perolen atau
didapat begitu sga perlu adanya
jenjang-jenjang  pendidikan  dan
pelatihan yang harus di lalui oleh
petugas pemberi pelayanan.
Kehandalan  petugas dalam
memberikan pelayanan juga
10



Governance, Jurnal S-1 [lImu Pemerintahan Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016

dalam
pelayanan yang

menjadi  tolek  ukur
memperoleh
maksimal untuk menunjang
terlaksananya standar pelayanan,
kehandalan merupakan ha yang
sangat penting daam dinamika
kerja suatu instansi pemerintahan.
Kehandalan merupakan bentuk™ ciri
khas atau karakteristik dari pegawai
yang mempunyai prestas  kerja
tinggi, kehandalan dalam
memberikan pelayanan dapat dilihat
dari kualitas. ‘'dan berapa banyak
yang dapat dihasilkan oleh petugas
pemberi pelayanan. Kehandalam
dalam memberikan pelayanan juga
dapat dilihat seberapa terampil
dalan mengoperasikan teknologi

yang sudah ada.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan
yang peneliti, lakukan damr diuraikan pada
terdahulu  dapat
dismpulkan bahwas.pelaksanaan Standar

pembahasan “bagian
Pelayanan Aparatur Pemerintah Dalam
Pembuatan Pas Lintas Batas di Kantor
Imigrass  Kecamatan Sgjingan Besar
Kabupaten Sambas ditinjau dari beberapa
indikator adalah sebagai berikut:
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1. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan dalam pembuatan
Pas Lintas Batas harusdah jelas dan di
paang di pintu depan kantor, hal ini

ditunjukan dengan tidak adanya
keterbukaan terhadap prosedur
pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat hanya mengetahu sebagian
kecil dari prosedur yang sudah ada tidak
adanya tindakan fangsung dari petugas
pelayanan, untuk mensosialisasikan apa
yang menjadi prosedur pembuatan Pas
Lintas Batas (PLB).
2. Waktu Pelayanan

Kantor Imigras Kecamatan Sgingan
Besar memula pekerjaan™tepat pada
Pukul 06:00 sampai dengan-pukul 16:00
dengan hari kerja nonstop senin sampai
dengan minggu tanpa mengena hari
liburmaupun tanggal merah, sementara
itu daam pelayanan pembuatan: Pas
Lintas Batas petugas memerlukan waktu
kurang lebih sekitar 8 menitan” dengan
tanpa. memperhitungkan hambatan

seperti
waktu kerja

pemadaman lampu sewaktu-

3. BiayaPelayanan

Kgelasan akan biaya pelayanan beserta
dengan rincian akan biaya pelayanan
yang hendak masyarakat bayarkan
kepada petugas pemberi pelayanan harus
jelas, bilamana ada perubahan dari biaya
pelayanan hendaknya segera mungkin di
informasikan kepada pihak masyarakat,
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karena suatu perubahan biaya pelayanan

yang tidek ada kgeasan akan
menimbulkan dampak penilaian
masyarakat  terhadap pel aksanaan

Standar Pelayanan yang termasuk
didalamnya biaya pelayanan yang harus
di bebankan kepada masyarakat sebagai
penggunajasa pelayanan.

4. Produk Pelayanan
Disini sudah jelasssekali bahwa produk
utama pelayanan dikantor. Imigrasi
Kecamatan Sgjingan Besar yaitu berupa
Paspor dan Pas Lintas Batas, sementara
kualitas dari produk pelayanan juga
sudah cukup bak jika ada‘. produk
pelayanan yang berupa Pas Lintas Batas
terdapat kerusakan bisa dengan segera
menjadi. tanggung jawab kantor dengan
mengganti baru buku Pas Lintas Batas:

5. Kompetens Petugas Pemberi Pelayanan
Tingkat pendidikan dari petugas pemberi
pelayanan sangat mempengaruhi dari
hasil "pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat oleh karenaitu petugas harus
diberikan

menyangkut'atau yang berkaitan dengan

pelatihan-pelatihan ~ yang

tugas dan fungsi=kelmigrasian dimana
hal seperti ini lah vyang hisa
dalam

memberikan pelayanan dan menunjang

meningkatkan  keterampilan

atau mendukung terlaksannya Standar

Pelayanan yang sudah di tetapkan oleh

pemerintah.
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E. IMPLIKASI

Implikasi atau manfaat dalam
penelitian mencakup dua hal, yaitu manfaat
teoritis yang berhubungan dengan hasil
penelitian ini bagi perkembangan ilmu yang
mengkaji tentang Pelaksanaan Standar
Pelayanan Aparatur Pemerintah Dalam
Pembuatan Pas Lintas Batas (PLB) di
Kantor Imigrass Pos. Pemeriksaan Lintas
Batas Kecamatan Sagjingan™Besar. Selain itu
juga dapat ‘memambah referens dan
pengetahuan bagi penelitian selanjutnya
yang mengkagi hal yang ‘sama dengan
tulisan peneliti. Pendliti juga'mengharapkan
adanya kontribusi dalam peéngembangan
ilmu pengetahuan dan wawasan tentang
ilmu pemerintahan. Sedangkan manfaat
praktis, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan masukan dan acuan bagi
Kantor Imigras Kecamatan Sgjingan Besar
dalam meningkatkan pelaksanaan Standar
Pelayanan kepada masyarakat khususnya
dalam pembutan Pas Lintas Batas, supaya
dalam melayani masyarakat petugas atau
pegawa ' dapat bekerja dengan optimal
sehingga masyarakat.dapat puas, kemudian
Standar Pelayanan bisa terlaksana dengan
sebaik mungkin.

F. SARAN

1. Prosedur Pelayanan
12
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Masyarakat yang hendak membutuhkan
pelayanan di Kantor Imigrasi khususnya
dalam pembuatan Pas Lintas Batas harus
mendapatkan kejelasan tentang prosedur
pelayanan, dikarenakan masih belum
adanya prosedur pelayanan yang
menunjukan alur pembuatan Pas Lintas
Batas walaupun pada umumnya
masyarakat sudah _banyak  yang
mengetahui  akan  langkah-langkah
pembuatan Pas Lintas Batas tetapi
setidaknya ada gambaran yang jelas,
karena ini merupakan salah satu Standar
Pelayanan;

. Waktu Pelayanan

Ketersediaan genset yang masih belum
ada di kantor Imigrasi akan sangat
menghambat dalam pelaksanaan Standar
Pelayanan, oleh karena itu uniuk
meminimalisir akan hambatan seperti
lampu padam sebaiknya pihak kantor
menyediakan minimalnya satu genset
yang' aktif supaya tidak menghambat
pel aksanaan Standar Pelayanan.

. Biaya Pelayanan

Kgelasan akan rincian biaya pelayanan
akan sangat membantu dalam
pel aksanaan Standar Pelayanan,
kegielasan biaya pelayanan tersebut
bertujuan untuk mengurangi kecurigaan
masyarakat dan untuk menumbuhkan
kepercayaan masyarakat akan

transparansi biaya pelayanan dan untuk
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mengurangi atau bahwa menghilangkan
pungutan liar (pungli) di kantor Imigrasi.

. Produk Pelayanan

Sebenarnya tidak ada masalah yang
begitu menonjol di produk pelayanan,
dengan perlu adanya pengawasan dari
pihak Imigrasi sgja supaya produk dari
pelayanan ini tidak disalah gunakan oleh
pihak yang, tidak bertanggung jawab
yang dapat merugikan bangsa dan dapat

merusak Citra dari Instansi pemerintah

. Kompetensi-Petugas Pemberi Pelayanan

Dengan lebih

keterampilan petugas pemberi pelayanan

meningkatkan

supaya lebih handal dalam memberikan
pelayanan dalam meningkatkan
pelaksanaan Standar Pelayanan, tetapi
keterampilan tersebut harus didukung
dengan adanya peralatan yang memadai
seperti perlu  penambahan  jumlah
komputer yang masih kurang untuk
mendukung tercapainya pelakSanaan

Standar Pelayanan.

G KETERBATASAN PENELITI

T Keterbatasan waktu penelitian yang

peneliti rasakan masih kurang karena
waktu yang diberikan cukup singkat
yakni selama 12 hari tepatnya mulai
tanggal 15 September sampai dengan
27  September, sehingga untuk
mengumpulkan data secara maksimal
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masih belum bisa di lakukan, belum
lagi waktu untuk menempuh perjalanan
untuk menuju lokasi penelitian yang
cukup jauh.

2. Kondis kantor yang lagi dalam proses
renovas juga menjadi hambatan dalam
melakukan penelitian, dimana hampir

semua peralatan kantor yang.ada di

pindahkan dari kantor sementara
ruangan  yang.* digunakan_ - untuk
sementara # waktu +hanya  ruang

berukuran sekitar 5x5 meter ini ukuran
ruangan yang-ySangat sempit . untuk
mel akukan pelayanan.

3. Pendliti.._merupakan pendliti . pemula
sehingga dalam melakukan penelitian
masith banyak kekurangan dalam segi
pengumpulan data dan pengolehan
data.
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